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Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut
memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan dan kinerja yang dilakukan
oleh instansi. Kementerian PUPR dibantu oleh Biro Komunikasi Publik. Biro
Komunikasi Publik Kementerian PUPR memiliki tugas dan tanggung jawab
terhadap keterbukaan informasi bagi publik serta menjaga citra dan reputasi
Kementerian di mata masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi publik
memicu munculnya berbagai pemberitaan media. Pemberitaan media harus diiringi
dengan pengawasan terhadap informasi yang berkembang. Pengawasan terhadap
pemberitaan media biasa disebut dengan monitoring pemberitaan media.

Tujuan Laporan Akhir adalah menjelaskan proses monitoring pemberitaan
media, menguraikan peran Biro Komunikasi Publik dalam kegiatan monitoring
terhadap pemberitaan media, serta menguraikan hambatan dan solusi yang dihadapi
ketika melakukan kegiatan, monitoring ~terhadap. pemberitaan- media. Dalam
melaksanakan kegiatan mgnitoring terdapat tiga tahapan yaitu perolehan data dari
hasil kerjasama dengan‘lembaga penyedia jasa'monitoring-danmonitoring manual
terhadap website dan media sosial milik Kementerian PUPR. Analisis dan
pengolahan data yaitu proses pengolahan data mentah menjadi data yang sudah siap
digunakan untuk proses penyajian laporan, kegiatan monitoring pemberitaan media
menyediakan laporan dalam satuan harian, mingguan dan bulanan. Biro
Komunikasi Publik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan monitoring
pemberitaan media yaitu sebagai penyedia data untuk evaluasi.

Data hasil kegiatan monitoring berisi analisis terhadap pemberitaan yang
tersebar di berbagai media sehingga data tersebut berguna sebagai bahan evaluasi
bagi Biro Komunikasi Publik yang menjalankan tugas sebagai humas Kementerian
PUPR. Selain itu, kegiatan monitoring juga dapat di gunakan sebagai upaya
mempertahankan citra instansi di mata publik. Monitoring pemberitaan media
sebagai peringatan dini bagi instansi jika terdapat pemberitaan negatif yang mampu
merusak citra instansi di masyarakat, sehingga instansi dapat mengantisipasi jika
terjadi isu berkembang yang membahayakan. Biro Komunikasi Publik memiliki
hambatan dalam melakukan kegiatan monitoring pemberitaan media yaitu
hambatan komunikasi yang terbagi menjadi hambatan teknis, semantik dan
manusiwi dan hambatan tersebut memiliki solusi sehingga dapat teratasi dengan
baik.
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